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ABSTRAKSI 
 Ferwino Rachman, E 131 12 006, dengan “Implementasi regulasi ASOD-ASEAN 
terhadap penanganan korban di Indonesia”, di bawah bimbingan Seniwati, Ph.D selaku 
pembimbing I dan Aswin Baharuddin,S.IP,MA selaku pembimbing II, pada Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin.Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana implemtasi regulasi ASOD 
(ASEAN Senior Officials on Drugs Matters) dalam menangani masalah korban narkotika 
di Indonesia, serta melihat bagaimana implementasi dari hasil kerjasama ASOD-ASEAN 
tersebut untuk direalisasikan di negara ASEAN khususnya Indonesia. Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan penulis menemukan hasil dari kebijakan ASOD-ASEAN itu 
adalah mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal 
menyangkut masalah drugs trafficking khususnya korban narkotika. Kerjasama tersebut 
dengan melihat perkembangan kebijakan yang dilakukan ASEAN serta program aksi dan 
strategi ASOD (ASEAN Senior Officials on Drugs Matters) sebagai institusi ASEAN. BNN 
yang turut partisipatif dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah 
Indonesia sebagai bantuan dalam negeri Indonesia untuk ASOD dalam penanganan 
korban di Indonesia,sementara kelemahan dari kerjasama ASEAN yang paling mendasar 
dalam upaya mengatasi masalah Drug Trafficking ini adalah kurangnya sumberdaya 
manusia yang memadai dan sumber dana yang mencukupi.  konsep penelitian ini 
dengan menggunakan teori yang pertama ialah kejahatan lintas batas dimana Drug 
Trafficking di era saat ini menjadi kejahatan yang melintasi batas negara, Human 
Security sebagai teori yang melihat bagaimana ancaman individu yang ditimbulkan oleh 
narkoba di indonesia terkait kejahatan narkotika dan international regime, ASEAN Senior 
Official on Drugs Matters(ASOD) merupakan sebuah rejim yang dibentuk khusus untuk 
menanggulangi permaslahan Drugs Trafficking. 
 
Kata kunci : Drug Trafficking, korban narkotika, kejahatan lintas negara, 
implementasi-regulasi, ASOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
ABSTRACT 
 
 Ferwino Rachman, E 131 12 006, with the "Implementation-regulation of ASOD-
ASEAN towards the victim handling of narcotics in Indonesia", under the guidance of 
Seniwati, Ph.D as a mentor I and Aswin Baharuddin, S.IP, MA as a mentor II, at the 
Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, 
hasanuddin University. The purpose of this study is how the implementation and 
regulation of ASOD (ASEAN Senior Officials on Drug Matters) in dealing with victims of 
drug in Indonesia, and to see how the implementation of the results of ASOD-ASEAN 
cooperation to be realized in the ASEAN countries, especially Indonesia. Based on 
research conducted authors found the results of policy ASOD-ASEAN it is held in 
cooperation with various parties, both internal and external concerns the problem of 
drugs trafficking, especially victims of drug. The cooperation by seeing the policy 
developments of ASEAN as well as the program of action and strategy from ASOD 
(ASEAN Senior Officials on Drug Matters) as ASEAN institutions. BNN that also 
participatory in combating illicit traffic of narcotics in the region of Indonesia as an aid in 
the country of Indonesia to ASOD in the handling of victims in Indonesia, while the 
weakness of cooperation between ASEAN and the most fundamental in tackling the 
problem Drug trafficking is the lack of  human resources and sources of funding 
sufficient. the concept of this research by using the theory of transnational  crime which 
the drug trafficking in the current era into a crime that crosses national borders, human 
security theory is to look how the individual threats by drugs in Indonesia related to 
narcotics and the international regime, the ASEAN Senior Officials on Drug Matters 
(ASOD) is a regime that was formed specifically to address the problems of Drugs 
Trafficking. 
 
Keywords: Drug Trafficking, victims of narcotics, transnational crime, implementation-
regulation,ASOD. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan 
Adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak 
hukum; seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, 
hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk 
pada ketiga zat tersebut adalah napza yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. 
Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan 
rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap 
merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia No 35 Tahun 2009  tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat 
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, 
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan1. 
 Dilihat dari sejarahnya, opium sebagai bahan dasar produksi dari jenis 
narkotika pertama kali dibawa oleh para pedagang Arab ke Asia Timur dan 
kemudian disebarluaskan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Beberapa waktu 
kemudian diketahui bahwa tanaman opium ini telah tumbuh di berbagai wilayah 
di Tiongkok seperti propinsi Sinchuan, Yunnan dan Guanxi yang kemudian 
                                                          
1 Undang-Undang Narkotika, “UU RI No. 35 Th. 2009”, hal 4 
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dibawa ke wilayah Asia Tenggara seperti Thailand, Laos, dan Myanmar oleh para 
imigran. Khusus di kawasan Asia, opium sebenarnya sudah sejak lama digunakan 
untuk keperluan medis dan terapi pengobatan, sedangkan fenomena 
penyalahgunaannya baru terjadi di akhir abad ke-18 terutama setelah kedatangan 
orang-orang Inggris ke Tiongkok. 
 Kawasan Golden Triangle atau Segitiga Emas Asia Tenggara merupakan 
sumber besar dari penjualan heroin dan methamphetamine di Tiongkok. Laporan 
itu mengatakan bahwa sebanyak 90 persen dari 9,3 ton heroin dan 11,4 ton 
methamphetamine yang disita pada 2012 diproduksi di wilayah gabungan Laos, 
Myanmar dan Thailand. Kawasan itu juga berbatasan dengan Provinsi Tiongkok 
selatan, Yunnan. Sebaliknya, heroin dari wilayah Bulan Sabit Emas yang meliputi 
Afghanistan, menyumbang kurang dari dua persen obat-obatan yang disita 
tersebut. Di sisi lain, Afghanistan merupakan produsen opium terbesar di dunia2. 
produksi yang paling banyak di Indonesia adalah ganja yang di hasilkan dari 
propinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Di indonesia sendiri, sepanjang tahun 2015 
BNN bersama Pusat Penelitian dan Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia, 
diproyesikan pada tahun 2015 mencapai angka 2,8%, namun pada penelitian 
terbaru pada tahun 2015 tercatat angka prevalensi hanya sekitar 2,2% yang berarti 
terdapat adanya penurunan sebanyak 0,6%3. Dimana dari data yang dihimpun oleh 
                                                          
2Melisa Riska Putri,“Segitiga Emas Asia Tenggara Sumber Penjualan Heroin Terbesar Tiongkok 
 2015”,diaksesdari,http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/06/24/nqfxyq
 -segitiga-emas-asia-tenggara-sumber-penjualanheroin-terbesar-Tiongkok. Diakses pada 
 01 Maret 2016. 
3Badan Narkotika Republik Indonesia, 2015“ Press Release Akhir Tahun 2015”, Humas BNN.hal 
 3. 
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Badan Narkotika Nasional yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan 
Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia, dapat diketahui bahwa ada 
penurunan sekitar 1,6 % produksi ganja. 
 Bila dilihat secara demografi, jumlah penduduk ASEAN hampir mencapai 
500 juta jiwa 4 , menjadikan kawasan tersebut bukan hanya sebagai wilayah 
produksi terbesar obat-obatan terlarang, namun juga sebagai wilayah dan pasar 
yang cukup potensial bagi perdagangan narkoba dan obat-obatan berbahaya 
lainnya. Kejahatan terorganisir berkembang pesat sejalan dengan memburuknya 
perekonomian ASEAN sebagai akibat dari krisis ekonomi yang sangat buruk di 
Asia Tenggara sejak tahun 1998 menjadi salah satu alasan mengapa kejahatan 
marak di kawasan Asia Tenggara5. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab 
utama meningkatnya penggunaan dan pemasokan narkoba ke Asia khususnya di 
Indonesia. Yang paling mengkhawatirkan yaitu pada kenyataannya kawasan 
Indonesia saat ini termasuk sebagai salah satu pasar potensial bagi obat-obatan 
terlarang. Perubahan gaya hidup sebagian generasi muda diakibatkan oleh 
narkoba sangat berdampak buruk, baik dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang. 
 Kejahatan lintas negara yang berkembang di kawasan ASEAN meliputi 
terorisme, perdagangan senjata, perdagangan manusia terutama perempuan dan 
                                                          
4Uni Sosial Demokrat,2014, “Terkecil Peluang Perluasan Pasar Indonesia di AFTA”, diakses dari, 
 http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1304&coid=2&caid=2&gid=4.diakses
 pada 4 Maret 2016.  
5Bambang Cipto, 2010,“Hubungan Internasional di Asia Tenggara : Teropong terhadap Dinamika, 
 Realitas, dan Masa Depan” Pustaka Pelajar, hal 225. 
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anak-anak, dan permasalahan narkotika yang lebih dikenal industri narkotika. 
ASEAN sendiri memiliki tekad dalam menangani permasalahan narkotika, seperti 
yang tertera dalam tujuan dan prinsip ASEAN, menanggapi secara efektif, sesuai 
dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas 
negara dan tantangan lintas batas6. Tekad tersebut telah ada sejak tahun 1972 
dengan diadakannya ASEAN Experts Group Meeting on the Prevention and 
Control of Drug Abuse, dimana memiliki harapan dapat memerangi bahaya dari 
ancaman narkotika di kawasan ASEAN. Agenda besar dari ASEAN Experts 
Group Meeting in the Prevention and Control of Drug Abuse kemudian 
ditindaklanjuti pada Bali Concord I tahun 1976 yang menghasilkan beberapa 
komite, dan salah satunya ASEAN Senior Officials on Drugs Matter (ASOD) yang 
fokus menangani masalah peredaran narkotika dan penanganan kejahatan lintas 
negara di bidang narkotika. 
 Pada pertemuan itu menghasilkan ASEAN Declaration on Principles to 
Combat the Abuse of Narcotics Drugs bertempat di Singapura yang kemudian 
disepakati oleh para menteri luar negeri negara anggota ASEAN Pertemuan 
ASOD ke-30 menghasilkan Deklarasi rumusan kerangka kerja untuk 
merealisasikan program dalam kaitan kerjasama untuk memerangi 
                                                          
6Association of Southeast Asian Nations,2012,“ The ASEAN Charter In English and ASEAN 
 Languages”, Jakarta:ASEAN Secretariat, hal 121 
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penyalahgunaan narkotika. Kerangka kerja tersebut menghasilkan empat bidang 
utama yang menjadi rekomendasi yaitu7:  
- Penegakan hukum dan perundang-undangan,  
- Pengobatan dan rehabilitasi,  
- Pencegahan dan informasi, dan  
- Pelatihan dan penelitian.  
 Selanjutnya, ASOD juga melakukan beberapa agenda lainnya untuk 
membahas penanggulangan industri narkotika di kawasan ASEAN berupa 
pertemuan-pertemuan diantaranya Senior Official Meeting on Transnational 
Crime (SOMTC), ASEAN and Tiongkok Coorperative Operations in Response to 
Dengerous Drugs (ACCORD), serta ASEAN-UE Sub-Committee on Narcotics. 
Perkembangan isu baru ini semakin menjadi ancaman yang serius bagi negara-
negara di kawasan ASEAN sendiri. Dilihat dari perkembangannya saat ini di 
ASEAN terdapat sebuah kawasan yang diberi julukan The Golden Triangle 
(Segitiga Emas) dimana anggotanya adalah Thailand, Laos, dan Myanmar yang 
merupakan pusat produksi, peredaran, serta distribusi narkotika khususnya di 
kawasan ASEAN. 
 Selanjutnya, ASOD juga melakukan beberapa agenda lainnya untuk 
membahas penanggulangan industri narkotika di kawasan ASEAN berupa 
                                                          
7ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) , diakses dari 
 http://www.aipasecretariat.org/asean-senior-officials-on-drug-matters-asod/, pada 30  Maret 
 2016 
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pertemuan-pertemuan diantaranya Senior Official Meeting on Transnational 
Crime (SOMTC), ASEAN and Tiongkok Coorperative Operations in Response to 
Dengerous Drugs (ACCORD), serta ASEAN-UE Sub-Committee on Narcotics.  
Secara umum mekanisme kerja ASOD adalah8:  
1. Membuat agenda,  
2. Merencanakan proyek kerjasama terkait penanggulangan masalah 
narkotika,  dan  
3. menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil working group yang 
diwadahi oleh ASOD sendiri.  
 ASEAN, sebagai salah satu faktor yang membentuk sejarah Asia Tenggara 
turut ikut ambil bagian dalam hal peredaran narkoba di Asia9. Dalam pertemuan 
ASEAN Summit 2012 yang diselenggarakan di negara Kamboja pada tanggal 3-4 
April para kepala negara anggota menyetujui untuk bersama-sama memerangi 
peredaran narkoba di antara negara-negara anggota. Persetujuan tersebut terlampir 
lewat sebuah deklarasi yang dirilis dengan judul “Declaration on Drug-Free 
ASEAN 2015”. Sebelumnya, deklarasi bersama untuk ASEAN Bebas Narkoba 
sudah pernah ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila 
pada 25 Juli 1998 dan AMM ke-33 di Bangkok pada Juli 2000 lalu, guna 
mempercepat realisasi Bebas Narkoba ASEAN 2015-2020, Deklarasi Politik 
Bangkok 2015, pemberantasan rencana produksi obat terlarang, perdagangan 
                                                          
8 Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 2008 “ASEAN  
 Selayang Pandang, edisi 2008”. Hal 79 
9Shofwan Al Banna Choiruzzad, 2015, “ ASEAN Di Persimpangan Sejarah : Politik Global, 
 Demokrasi  & Integrasi Ekonomi “, Pustaka Obor Indonesia, hal 7 
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manusia, dan Deklarasi Bali pada Komunitas ASEAN dalam Bali Concord III, 
dan ASEAN Security Community Blueprint pada 2015 10  . Melalui deklarasi 
tersebut, para pemimpin negara-negara tersebut juga setuju dan siap untuk 
berdiskusi mengenai peredaran narkoba. Selain itu, mereka juga sepakat untuk 
melanjutkan deklarasi ini dengan hal-hal teknis pada tingkat kementerian untuk 
menghasilkan sebuah rancangan yang berhubungan dengan pemberantasan 
peredaran narkotika.  
 Penanganan kejahatan lintas batas di bidang narkoba dibahas dalam 
ASOD, SOMTC serta Operasi Kerja Sama ASEAN dan Tiongkok sebagai 
Respons terhadap Obat Berbahaya (ASEAN and Tiongkok Cooperative Operations 
in Response to Dangerous Drugs/ACCORD). Untuk bidang spesifik pencegahan, 
terapi dan rehabilitasi, penegakan hukum, serta penelitian penyalahgunaan dan 
pengedaran gelap narkoba, ASEAN memiliki forum ASOD yang hingga kini 
masih berada di bawah koordinasi Pertemuan Menteri-menteri ASEAN Terkait 
Kejahatan lintas negara (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational 
Crime/AMMTC)11. 
 Asean Senior Official On Drugs Matters(ASOD), kerjasama ASEAN 
dalam mengontrol narkotika dan obat terlarang, awalnya dibuat di bawah lingkup 
pertemuan para ahli obat-obatan ASEAN yang pertama diadakan pada tahun 1976 
dan berada di bawah koordinasi Komite Pembangunan Sosial (COSD).Pertemuan 
                                                          
10 Ibid 
11Dirjen Kerjasama Asean, 2010, “ASEAN selayang Pandang, edisi ke 19, Direktorat Jenderal 
 Kerjasama  ASEAN”, Hal. 153 
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yang diadakan setiap tahun ini  berganti nama menjadi Asean Senior Official on 
Drugs Matters (ASOD) pada tahun 1984. Mandatnya termasuk untuk 
meningkatkan implementasi ASEAN Declaration of Principles to Combat the 
Drug Problem of 1976 mengkonsolidasikan dan memperkuat upaya kolaboratif 
dalam pengendalian dan pencegahan masalah narkoba di wilayah 
tersebut;pemberantasan budidaya tanaman narkotika di wilayah tersebut dan 
desain, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi semua program ASEAN 
berupa tindakan dan pengontrolan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba12. 
 Data penyalahgunaan Narkoba di ASEAN kurang dapat termonitor secara 
rinci, namun secara umum dapat tergambar bahwa penyahgunaan narkoba jenis 
ATS semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari hasil pengungkapan kasus ATS 
dan dimungkinkan meningkatnya peredaran ATS sesuai dengan meningkatnya 
permintaan pasar 13 . Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah 
menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa 
pula, tidak cukup penanganan permasalahan narkotika ini hanya diperankan oleh 
para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh 
elemen masyarakat. Kenyataan itulah yang menjadi latar belakang berdirinya 
Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN pun gencar melakukan upaya-upaya 
                                                          
12ASEAN One Vision One Identity One Community, “Plan of Action on Drug Abuse Control”, 
 http://www.asean.org/?static_post=plan-of-action-on-drug-abuse-control, diakses pada 30 
 Maret 2016 
13 Badan narkotika republik indonesia. 2014. “Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan 
 Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”Tahun 2013 Edisi Tahun 2014. 
 Hal 3. 
14 
 
preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba 
tahun 2015 yang merupakan target dari seluruh negara ASEAN. 
 Upaya-upaya itu meliputi penyelamatan para korban narkoba dengan cara 
rehabilitasi, dan memberantas para bandar, sindikat, dan memutus peredaran gelap 
narkotika. Tetapi itu tidak cukup, karena diperlukan pula upaya preventif berupa 
pencegahan agar tidak muncul korban narkotika yang baru, mengingat kata 
pepatah yang mengatakan, “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Pecandu 
dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya ada pada kalangan yang 
cukup umur saja, bahkan pada  kalangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu 
diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini 14 . 
Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan 
narkotika tersebut sangat diperlukan. Terutama penyamaan kedudukan 
permasalahan narkotika dengan permasalahan korupsi dan terorisme. Ketiga 
permasalahan tersebut sama-sama mempunyai dampak yang sistemik, 
mengancam ketahanan nasional, serta merusak kesehatan masyarakat terutama 
generasi muda. Dapat dilihat permasalahan yang timbul adalah dari segi 
penanganan para penyalahguna narkotika.  
 Tahun 2014 ditetapkan sebagai tahun penyelamatan para pecandu 
narkotika demi menurunkan prevalensi pecandu narkotika dan sebagai salah satu 
cara untuk mewujudkan tahun 2015 Indonesia bebas dari narkoba. Selain itu 
                                                          
14 Rio Vereiza, 2015, “Penanganan, Penerapan dan Penegakan UU Narkotika dalam 
 Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia”, diakses dari, http://youthproactive.com/speak-
 up/permasalahan-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/. diakses pada ada 05 Maret 2016 
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terdapat juga program dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap para pecandu dan 
korban penyalahgunaan narkotika, di mana dekriminalisasi itu adalah proses 
penghapusan tuntutan pidana kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan 
narkotika dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.15 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
 Drugs trafficking atau peredaran narkoba secara umum berdampak negatif 
bagi stabilitas kawasan terutama untuk kawasan Indonesia, memberikan ancaman 
terhadap sebuah negara dan berorientasi memberikan ancaman individu 
(kemanusiaan). Dalam skala ataupun dimensi ancaman terhadap stabilitas 
kawasan, drugs trafficking dapat dikategorikan sebagai kejahatan pada level 
transnasional karena aktifitas dari peredaran narkoba dilakukan oleh organisasi 
atau kelompok kriminal (mafia) yang sangat terorganisir. Terjadinya peningkatan 
perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara 
khususnya di Indonesia, telah menjadi suatu ancaman. Ancaman ini dalam studi 
politik keamanan internasional dikategorikan sebagai masalah keamanan non-
konvensional.  
 Istilah keamanan bukan dalam pengertian keamanan militer saja, 
melainkan suatu upaya untuk membangun tatanan regional yang berujung pada 
integritas ekonomi melalui konsepsi komunitas ekonomi, dari sisi politik 
keamanan menjadi satu konsep komunitas keamanan. Masalah narkotika dan 
obat-obatan terlarang telah menjadi sebuah fenomena global, dampaknya telah 
                                                          
15 Ibid 
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merambah ke hampir semua negara dibelahan bumi, meskipun tingkat ancaman 
dan karakteristik berbeda-beda satu sama lainnya. Masalah yang termasuk ke 
dalam kategori ancaman keamanan non tradisional terhadap keamanan di kawasan 
Asia khususnya keamanan dikawasan Indonesia dalam bentuk drug trafficking. 
 Dari paparan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada Asean 
Senior Official On Drugs Matters(ASOD) terhadap penanganan korban narkoba di 
Indonesia pada tahun 2010 sampai pada tahun 2015, dengan permasalahan yang 
dapat dirumuskan antara lain : 
1. Bagaimana bentuk strategi Asean Senior Official On Drugs Matters 
(ASOD) dalam menangani korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia ? 
2. Faktor – faktor penghambat dan pendukung Asean Senior Official On 
Drugs Matters(ASOD) dalam penanggulangan korban narkotika di 
Indonesia? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penulisan ini 
adalah :  
1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk strategi Asean Senior Official On 
Drugs Matters (ASOD) dalam menangani korban penyalahgunaan 
narkotika di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor – faktor penghambat dan pendukung 
Asean Senior Official On Drugs Matters(ASOD) dalam penanggulangan 
korban narkotika di Indonesia. 
17 
 
Selain itu, manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :  
 Menjadi sebuah bahan referensi pada perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Hasnuddin secara khusus dan pembaca pada 
umumnya serta dapat dijadikan kajian bagi para pihak akademisi dalam 
menambah pengetahuan terutama di bidang Ilmu Hubungan Internasional. 
 Diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pengetahuan dan 
informasi terkhusus bagi  kalangan akademisi mahasiswa dan dosen ilmu 
hubungan internasioanl ataupun masyarakat pada umumnya yang ingin mengkaji 
tentang dampak pola penyebaran Drug Trafficking di Asia Tenggara terhadap 
peredaran narkoba di Indonesia. 
D.  Kerangka Konseptual 
1. Kejahatan lintas negara (Transnational Crime) 
 Perkembangan kejahatan memasuki abad 21 sudah sangat meningkat dan 
tidak lagi sebatas wilayah territorial suatu Negara, melainkan sudah melampaui 
batas satu atau dua Negara atau lebih (Transcend Beyond Territorial Borders) 
atau sering disebut dengan istilah "Transborders Crimes" atau popular disebut 
dengan istilah "Transnational Crimes". Pengertian serta karakteristik kejahatan 
lintas negara memberikan makna bahwa kejahatan bukan lagi "hak eksklusif' 
suatu Negara melainkan ia menjadi "hak relatif” dari satu atau lebih dari satu 
Negara untuk melakukan penyidikan dan penuntutan atas kejahatan lintas negara 
yang sama.  
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 Istilah Kejahatan lintas negara (Transnational Crime) merupakan 
perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk 
kontemporer dari organized crime pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah 
organisasi internasional. Sedangkan pengenalan istilah tersebut pertama kali 
dikemukakan dalam Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan 
Penanggulangan Pelaku Kejahatan (United Nations’ Congress on the prevention 
of crime and the treatment of offenders) pada tahun 197516. 
 Pengorganisasian kejahatan lintas negara telah berdampak pada 
pelanggaran hukum berbagai negara. Karakteristik yang paling membahayakan 
dari kelompok kejahatan yang bergiat di tingkatan internasional. Dalam 
perkembangannya, bentuk kejahatan yang diistilahkan tersebut, telah seringkali 
dikaitkan dengan konteks globalisasi (yang merupakan representasi dari kondisi 
sosial, ekonomi dan kultural sekarang ini). Oleh karenanya, perdebatan yang 
sering terjadi terpusatkan pada kesempatan melakukan berbagai tindak kejahatan 
atau pun tindakan yang sah yang diberikan oleh dunia yang berkembang tanpa 
batas, kepada beragam pelaku yang umumnya didefinisikan sebagai transnational 
organized groups, transnational organizations, dan transnational networks. 
2. Human security 
 Mengingat masalah keamanan manusia merupakan suatu konsep yang 
problematis, khususnya bila ia dijadikan sebagian dari analisis atas keamanan 
                                                          
16 Mohammad Irvan Olii, 2005,”Sempitnya Dunia Luasnya  Kejahatan, Sebuah Telaah Singkat 
 Tentang Transnational Crime”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. I September 
 2005 : 14 – 27 . hal 19  
19 
 
internasional, maka bentuk keamanan inipun memiliki agenda yang berbeda. 
Biasanya ia menjadi isu internasional maupun keamanan yang hanya ditafsirkan 
sebagai pemahaman dalam konsep keamanan militer. Namun dalam pemahaman 
ini, keamanan bagi suatu negara tidak hanya fokus kepada keamanan militer 
belaka tetapi hal ini memiliki makna untuk kelangsungan hidup manusia. 
Sementara itu, identitas merupakan kunci dari pemahaman keamanan bagi suatu 
bangsa. Dengan demikian ruang lingkup human security lebih luas daripada 
national security karena tidak terjaminnya keamanan manusia, pada dasaranya 
dapat memberi dampak ancaman terhadap seluruh umat manusia yang bersifat 
global. Masalah keamanan tradisional ini sudah tidak terlalu dominan, karena hal 
ini disebabkan terjadinya pergeseran dari isu-isu keamanan konvensional menuju 
isu non konvensional17.  
 Pembahasan tersebut menjadi sangat penting, karena menyangkut 
kepentingan human security di masing-masing Negara anggota ASEAN. 
Kepentingan ini merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam menjalin 
hubungan internasional. Oleh sebab itu, kepentingan yang tercermin dalam 
kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba relevan dijadikan 
obyek kajian bagi penerapan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam konteks 
hubungan internasional ini, maka pertanyaan penelitian yang perlu mendapat 
jawaban adalah sebagai berikut: bagaimana perkembangan kerjasama ASEAN 
dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba, apa yang menjadi 
                                                          
17 Landry Haryo Subianto, “Konsep Human security: Tinjauan dan Prospek” dalam Anaisis CSIS, 
 Isu-isu Non Tradisional : Bentuk Baru Ancaman Keamanan. Jakarta 1999. h 106. 
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kendala kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas narkoba dan 
bagaimana implementasi kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas 
perdagangan narkoba di masing-masing Negara anggota ASEAN.   
3.  Rezim Internasional (International Regimes) 
 Menurut Waltz, teori diperlukan untuk menjelaskan hukum yang 
mengidentifikasi hubungan serupa atau yang dimungkinkan terjadi 18 . Untuk 
mengatasi maslah Drug Trafficking, baik dalam hal menangani produksi, 
prederaran, dan penyalahgunaannya dibutuhkan suatu rejim kerjasama 
internasional sehingga dapat melibatkan banyak negara. ASEAN Senior Official on 
Drugs Matters (ASOD) merupakan sebuah rejim yang dibentuk khusus untuk 
menanggulangi permaslahan Drugs Trafficking. Oleh karena itu tulisan ini 
menggunakan teori rejim internasional untuk mendeskripsikan peran ASEAN 
Senior Official on Drugs Matters (ASOD) di Indonesia. Rezim juga merupakan 
fitur penting dari globalisai19. Menurut Krasner, rezim merupakan serangkaian 
prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan dimana ekspektasi 
dari para aktornya bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional20. 
Teori ini juga akan mempermudah penulis dalam menjelaskan upaya dan 
mekanisme yang ada di ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) dalam 
hal penanggulangan Drugs Trafficking. 
                                                          
18  Ibid. Hal 11 
19 Salmon Trevor. C dan Mark F. Imber, 2008,“Issues In International Relations : 2nd 
 Edition”Roudlege, Hal 302. 
20 Citra Hennida, 2015, “ Rezim dan Organisasi Internasional : Interaksi Negara, Kedaulatan, dan 
 Institusi Multilateral”, Malang : Intra Publishing, Hal : 3 
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 Dalam isu Drugs Trafficking ini, securitizing actor nya adalah negara-
negara anggota melalui forum ASEAN. Speech act merupakan ASOD sebagai 
pilar utama kerjasama ASEAN dalam menanggulangi permasalahan Drugs 
Trafficking dengan melakukan sosialisasi dan implementasi program. Refferent 
object nya adalah negara-negara anggota yang kedaulatannya terganggu 
dikarenakan aktivitas produksi dan distribusi drugs tersebut (existential threat). 
Audience merupakan seluruh elemen masyarakat di Asia Tenggara. Kemudian 
functional actors adalah para drugs traffickers yang ada di Asia Tenggara. Namun 
di sisi yang berbeda badan narkotika negara, LSM dan NGO terkait juga dapat 
dikategorikan sebagai functional actors karena agenda mereka secara tidak 
langsung dipengaruhi oleh dinamika isu yang di sekuritisasi.  
 Dalam hal ini, ASEAN sebagai lembaga forum antar bangsa Asia 
Tenggara perlu untuk melakukan penanggulangan terhadap perdagangan dan 
penggunaan narkotika dengan cara membentuk ASOD (Asean Senior Officials on 
Drugs Matters) sebagai bentuk kesungguhan bahwa penyalahgunaan dan 
perdagangan narkotika yang merupakan ancaman keamanan yang serius bagi 
negara negara anggota dan harus diberantas penggunaan serta perdagangannya 
maka dibentuklah lembaga tersebut dengan tujuan menciptakan stabilitas 
perdamaian antar negara anggota khususnya di kawsan Asia Tenggara.  
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E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe deskriptif-analitik. 
Metode deskripstif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi 
regulasi Asean Senior Official On Drugs Matters (ASOD) ASEAN terhadap 
penanganan korban narkoba di Indonesia. Kemudian dari hasil uraian tersebut 
akan dilanjutkan dengan analisi untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
menggunakan studi pustaka ( library research) yaitu dengan mengumpulkan data 
dari berbagai literatur seperi buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan pencarian 
informasi melalui internet. 
 Perpustakaan Pusat Unhas 
 Perpustakaan Fisip unhas 
 Perpustakaan Himahi Fisip Unhas 
3.   Jenis Data 
 Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder 
merupakan data yang diperoleh melalui wawancara. Seperti buku, jurnal, artikel, 
majalah, dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah 
yang akan diteliti, yakni bagaimana Implementasi regulasi Asean Senior Official 
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On Drugs Matters(ASOD) ASEAN dan bagimana penanganannya terhadap korban 
narkoba di Indonesia. 
4.  Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data hasil 
penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Data penelitian ini akan memaparkan 
dan menjelaskan bagaimana Implementasi regulasi Asean Senior Official On 
Drugs Matters (ASOD) ASEAN terhadap penanganan korban narkoba di Indonesia, 
kemudian menarik kesimpulan dari data-data yang berhasil dikumpulkan. 
5.  Metode Penulisan 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola deduktif yakni dengan 
menggambarkan permasalahan yang diteliti secara umum, kemudian menarik 
kesimpulan secara khusus. Paragraf jenis deduktif ini disusun dengan cara 
menuliskan kalimat utama berisi kesimpulan bersifat umum pada awal paragraf, 
untuk dilanjutkan atau dilengkapi dengan kalimat penjelas berisi uraian tentang 
bukti, fakta, dan data sekaligus berfungsi memberikan alasan terhadap pernyataan 
penulis dalam kalimat kesimpulan tersebut. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM ASEAN SENIOR OFFICIAL ON DRUG MATTERS 
(ASOD) DAN NARKOBA SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL 
A. Asean Senior Official on Drug Matters (ASOD) 
 ASEAN merupakan kawasan yang tingkat frekuensi kejahatan lintas 
negara cukup tinggi. Kejahatan lintas negara yang berkembang di kawasan 
ASEAN meliputi terorisme, perdagangan senjata, perdagangan manusia terutama 
perempuan dan anak-anak, dan permasalahan narkotika yang lebih dikenal 
industri narkotika 21 . ASEAN sendiri memiliki tekad dalam menangani 
permasalahan narkotika, tekad tersebut telah ada sejak tahun 1972 dengan 
diadakannya ASEAN Experts Group Meeting on the Prevention and Control of 
Drug Abuse, dimana memiliki harapan dapat memerangi bahaya dari ancaman 
narkotika di kawasan ASEAN. Agenda besar dari ASEAN Experts Group Meeting 
in the Prevention and Control of Drug Abuse kemudian ditindaklanjuti pada Bali 
Concord I tahun 1976 yang menghasilkan beberapa komite, dan salah satunya 
ASEAN Senior Officials on Drugs Matter (ASOD) yang fokus menangani masalah 
peredaran narkotika dan penanganan kejahatan lintas negara di bidang narkotika.  
  Terbentuknya ASOD juga merupakan hasil dari keadaan dimana 
hubungan antara negara-negara yang disebabkan adanya saling keterikatan 
ataupun ketergantungan. Sehingga kompleksitas dari problematika permasalahan 
industri narkotika akan sedikit berkurang dengan adanya kerjasama, interaksi, 
                                                          
21 Asean Secretariat, http://www.aseansec.org/3819.html, diakses pada 03 Juli 2016 
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serta integrasi yang solid antar negara-negara ASEAN. Di kawasan Asia Tenggara 
sendiri isu mengenai industri narkotika merupakan masalah internasional yang 
mendapat perhatian serius. Sebagai lembaga yang mewadahi negara-negara 
ASEAN untuk bekerjasama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan 
obat-obatan berbahaya, ASOD memiliki peran dan tugas sebagai berikut22: 
a) Melaksanakan ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of 
Narcotics Drugs,  
b) Menyelaraskan pandangan, pendekatan, dan strategi dalam menanggulangi 
masalah narkotika dan cara memberantas peredarannya di wilayah 
ASEAN,  
c) Mengkonsolidasikan serta memperkuat upaya bersama, terutama dalam 
masalah penegakan hukum, penyusunan undang-undang, upaya-upaya 
prevensif melalui pendidikan, penerangan kepada masyarakat, perawatan 
dan rehabilitasi, riset dan penenlitian, kerjasama internasional, 
pengawasan atas penanaman narkotika serta peningkatan partisipasi 
organisasi-organisasi non-pemerintah,  
d) Melaksanakan ASEAN Policy and Strategies on Drug Abuse Control 
sebagaimana telah disetujui dalam pertemuan ASEAN Drug Experts ke-4 
di Jakarta tahun 1984,  
e) Melaksnakan pedoman mengenai bahaya narkotika yang telah ditetapkan 
oleh “International Conference on Drugs on Drug Abuse and illicit 
                                                          
22  ASEAN Selayang Payang 2000, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar 
 Negeri RI, Jakarta 2000, hal 117-118. 
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Trafficking” dimana negara-negara anggota ASEAN telah berpartisipasi 
secara aktif,  
f) Merancang, melaksanakan, dan memonitor, serta mengevaluasi semua 
program penanggulangan masalah narkotika ASEAN,  
g) Mendorong partisipasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya 
pemberantasan peredaran gelap narkotika dan,  
h) Meningkatkan upaya ke arah tercapainya ratifikasi, aksesi, dan 
pelaksanaan semua ketentuan PBB yang berkaitan dengan masalah bahaya 
narkotika.  
 Pada dasarnya masalah narotika dan obat-obatan berbahaya, khususnya di 
wilayah Asia, dapat dibagi kedalam tiga kategori. Pertama, masalah 
pemberantasan tanaman dan perkebunan yang menghasilkan bahan baku 
narkotika seperti opium dan cannabis. Disamping itu, masuk dalam kategori yang 
sama adalah masalah manufaktur barang haram tersebut. Kedua, masalah 
peredaran dan perdagangan Pertama, masalah pemberantasan tanaman dan 
perkebunan yang menghasilkan bahan baku narkotika seperti opium dan cannabis. 
Disamping itu, masuk dalam kategori yang sama adalah masalah manufaktur 
barang haram tersebut. Kedua, masalah peredaran dan perdagangan. Kawasan 
disekitar “Segitiga Emas” selain menghadapi masalah produksi juga menghadapi 
masalah peredaran dan perdagangan obat-obatan berbahaya. Faktor ketiga, 
meliputi segenap permasalahan yang berkaitan yang penyalahgunaan narkotika 
dan obat-obatan berbahaya khususnya para pengguna barang haram tersebut. 
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Ketiga hal tersebut diatas merupakan sasaran utama ASOD dalam menanggulangi 
masalah narkotika yang harus ditangani secara terpadu dan menyeluruh. 
 Tonggak pertama kinerja ASOD dalam memberantas masalah narkotika 
adalah disahkannPILARya “ASEAN Declaration of Principles to Combat The 
Abuse of Narcotics Drugs” pada tahun 1976 oleh para Menteri Luar Negeri 
ASEAN. Deklarasi tersebut memberikan kerangka kerja (framework) bagi 
disahkannya suatu program aksi dalam konteks pemberantasan masalah narkotika. 
Sebagai respon terhadap deklarasi tersebut adalah diselenggarakannya pertemuan 
pertama para ahli obat-obatan berbahaya ASEAN di Singapura pada tahun yang 
sama Topik utama yang dibahas antara lain:  
a) Merumuskan sebuah rekomendasi mengenai empat bidang utama, yaitu;  
 Hukum dan penegekan hukum 
 Perawatan dan rehabitasi 
 Pencegahan dan (penyebaran) informasi 
 Pelatihan dan pendidikan.  
b) Merumuskan berbagai strategi guna memperkuat kerjasama timbal-balik 
untuk mengimplementasikan “The ASEAN Declaration of Principles”, dan  
c) Mempresentasikan berbagai perangkat hukum dari negara-negara anggota 
ASEAN yang terkait dengan masalah narkotika23.  
                                                          
23ASEAN Three-Year Plan of Action on Drug Abuse Control”. ASEAN Sekretariat, Januari 1996. 
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 “ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of 
Drug Abuse and Illicit Trafficking” pada dasarnya berisikan tiga komponen utama, 
yakni:  
i. Kebijakan (policy):  
 Komponen ini mendorong negara-negara ASEAN untuk dapat 
menyelaraskan pandang, pendekatan, strategi dan koordinasi yang lebih efektif 
pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta memberdayakan 
Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam upaya untuk mengatasi masalah 
narkotika. 
ii. Pendekatan (approach):  
 Komponen kedua ini dimaksudkan untuk mendorong negara-negara 
ASEAN untuk segera menerapkan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara 
seimbang (a balanced security and prosperity approach) di dalam mengatasi 
masalah narkotika yang selanjutnya harus tercermin di dalam implementasi 
program-program dan kegitan-kegiatannya. 
iii. Strategi (strategies)  
 Komponen ketiga ini merekomendasikan untuk menempuh berbagai 
langkah terpadu untuk mengurangi persediaan atau peredaran (supply) dan 
permintaan (demand) serta mempertegas system pengawasan legalnya24. 
                                                          
24 ibid 
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 Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga 
harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social 
dan hukum . Pada dasarnya korban adalah orang, baik individu, kelompok 
ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah 
terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang 
dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum. Istilah korban 
pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang 
mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang 
bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi 
maupun ekonomi” menyebutkan kata korban mempunyai pengertian:”korban 
adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan 
sebagainya) sendiri atau orang lain25.  
 Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia 
beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah 
keadaan yang memperihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban 
penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui 
batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan 
tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya 
sangat merugikan perorangan, masyarakat, bahkan negara, Bahkan dapat 
menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya 
bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Permasalahan 
                                                          
25 Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.33   
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penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius. Permasalahan ini tidak 
hanya menjadi masalah nasional dan beberapa negara saja. Akan tetapi 
permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi permasalahan dunia. 
Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari permasalahan tersebut telah banyak 
menyebabkan kerugian, baik materi maupun non materi. Kejadian tersebut bisa 
saja seperti kasus perceraian, perampokan, pembunuhan atau kesulitan lainnya 
dan sampai kepada kematian. 
 Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk 
serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang 
ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan 
‟perang‟ terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Di 
bidang hukum, tahun 1997 pemerintah mengeluarkan 2 (dua) Undang–Undang 
yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang–undang Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Psikotropika dan Undang–undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika. Kedua undang-undang tersebut memberikan ancaman hukuman yang 
cukup berat baik bagi produsen, pengedar, maupun pemakainya. 
 Lahirnya kedua undang–undang tersebut, terjadi kriminalisasi terhadap 
penyalahguna narkoba. Ketentuan pidana pada Undang–undang Psikotropika 
diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64, sedangkan pada Undang–Undang 
Narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 99. Pengelompokan 
kejahatan pada Undang–undang Narkotika dan Psikotropika pada dasarnya tidak 
berbeda, yaitu kejahatan yang menyangkut produksi, peredaran, penguasaan, 
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penggunaan, dan kejahatan lain misalnya menyangkut pengobatan dan rehabilitasi, 
label dan iklan, transito, pelaporan kejahatan, dan pemusnahan. Baik Undang–
undang Psikotropika maupun Undang–undang Narkotika mengamanatkan 
kewajiban untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi 
pecandu dan korban narkoba. Ketentuan mengenai kewajiban untuk menjalani 
rehabilitasi bagi pengguna yang mengalami kecanduan, dalam Undang-Undang 
Psiktropika diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 dan pada Undang–
undang Narkotika diatur dalam Pasal 45. 
 Di Indonesia Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat 
berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan 
singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik 
"narkoba" atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai 
resiko kecanduan bagi penggunanya.Menurut pakar kesehatan narkoba 
sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat 
hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.Penggunaan obat-
obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya 
Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya para pemakai 
candu (opium) tersebut adalah orang-orang Tiongkok26 
                                                          
26 Badan Narkotika Nasional (BNN), “Sejarah Narkotika Indonesia”, 
 http//dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba. 
 Dikases pada 03 Juli 2016 
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 Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk 
menghisap candu dan pengadaan (supply) secara legal dibenarkan berdasarkan 
undang-undang. Orang-orang Tiongkok pada waktu itu menggunakan candu 
dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. 
Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah 
pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian 
candu (Brisbane Ordinance). Ganja (Cannabis Sativa) banyak tumbuh di Aceh 
dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk 
sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman Erythroxylon Coca 
(Cocaine) banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya diperuntukkan 
bagi ekspor. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak 
diinginkan, Pemerintah Belanda membuat Undang-undang (Verdovende Middelen 
Ordonantie) yang mulai diberlakukan pada tahun 192727. 
 Meskipun demikian obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat lain 
yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam 
perundang-undangan tersebut. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik 
Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan 
dan distribusi dari obat-obat berbahaya (Dangerous Drugs Ordinance) dimana 
wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya. Baru pada 
waktu tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi 
masalah besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam sedang 
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mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir di semua negeri, terutama 
di Amerika Serikat penyalahgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan 
sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu 
berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan28. 
 Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No.6 tahun 
1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang terkenal dengan nama 
BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar 
departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang 
dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, 
bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap 
orang-orang asing. Kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang 
cepat, menyebabkan Undang-Undang narkotika warisan Belanda (tahun 1927) 
sudah tidak memadai lagi. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-
Undang No.9 tahun 1976, tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut antara lain 
mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (illicit traffic). 
Disamping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban narkotik (pasal 
32), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit 
terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan29. 
 Dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, 
maka UU Anti Narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah UU Anti Narkotika 
nomor 22/1997, menyusul dibuatnya UU Psikotropika nomor 5/1997. Dalam 
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Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap 
pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman 
mati. Dan jauh sebelum Indonesia mengenal narkoba, sekitar tahun 2000 SM di 
Samaria dikenal sari bunga opion atau kemudian dikenal opium (candu = papavor 
somniferitum). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 
500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke arah India, 
Tiongkok dan wilayah-wilayah Asia lainnya, Tiongkok kemudian menjadi tempat 
yang sangat subur dalam penyebaran candu ini (dimungkinkan karena iklim dan 
keadaan negeri). Memasuki abad ke XVII masalah candu ini bagi Tiongkok telah 
menjadi masalah nasional, bahkan di abad XIX terjadi perang candu dimana 
akhirnya Tiongkok ditaklukan Inggris dengan harus merelakan Hong Kong30. 
B. Narkoba sebagai Kejahatan Lintas Negara 
 Dalam era globalisasi ini, peredaran gelap narkotika tidak lagi dilakukan 
secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-
sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang 
luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun 
internasional. Peningkatan serta meluasnya perdagangan dan peredaran gelap 
narkotika tersebut tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi khususnya di bidang transportasi dan telematika yang memungkinkan 
arus perpindahan dan lalu lintas uang, orang dan barang secara cepat, sehingga 
ruang,jarak dan waktu sudah tidak menjadi hambatan lagi. Dampak dan implikasi 
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batas-batas negara menjadi kabur sehingga membuka peluang meluasnya jaringan 
bisnis perdagangan gelap narkotika yang dilakukan secara terorganisir, meliputi 
jaringan yang sangat luas, melibatkan lebih dari satu negara, mobilitas tinggi serta 
modus operandi yang cenderung berganti-ganti dan semakin sulit untuk dilacak. 
 Arus globalisasi dan dampak dari krisis dunia telah menyebabkan 
peningkatan aksi-aksi kejahatan yang melintas batas suatu negara (transnational 
crime). Kawasan Asia Tenggara telah menjadi salah satu kawasan yang berpotensi 
dijadikan kawasan jaringan kejahatan internasional. Dibukanya pasar bebas Asia 
Tenggara (AFTA) tahun 2003 merupakan salah satu celah yang telah di 
manfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara untuk mengembangkan 
pengaruhnya. Selain itu, negara-negara dikawasan Asia Tenggara cenderung 
memiliki institusi dan lembaga pemerintahan yang lemah serta korup. Hal ini 
menjadi faktor pendorong peningkatan kejahatan lintas negara. Salah satu dari 
kejahatan internasional adalah perdagangan narkotika ilegal. 
 Kejahatan perdagangan narkotika memiliki ciri-ciri: terorganisir 
(organized crime), berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta 
peredarannya memanfaatkan teknologi canggih. Modus peredaran gelap narkotika 
internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap 
teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului persiapan atau perencanaan 
yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Semakin canggih teknologi 
telah dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan narkotika ilegal untuk 
menyelundupkan narkotika illegal dari suatu negara ke negara lain seperti 
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penggunaan kapal selam dan pesawat terbang. Adapun modus lain dari pengedar 
narkotika adalah menggunakan wanita sebagai kurir. Penggunaan wanita sebagai 
kurir narkotika dianggap sebagai cara aman dan tidak dicurigai oleh pihak 
keamanan suatu negara. Berkaitan dengan perdagangan narkotika ilegal ada tiga 
elemen penting didalamnya yaitu daerah yang menjadi pemasok, orang atau 
organisasi yang mendistribusikan narkotika serta pengguna atau pemakai 
narkotika. 
 Dengan jumlah penduduk Asia Tenggara yang hampir 500 juta jiwa, 
menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-obatan 
berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para produsen 
dan pengedar narkotika. Perdagangan narkotika ilegal tidak terlepas dari Asia 
Tenggara merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar didunia 
setelah “Bulan Sabit Emas” (Afganistan, India, Pakistan) dan Colombia. Sebutan 
“Segitiga Emas” atau The Golden Triangle yang merupakan daerah perbatasan 
Thailand, Myanmar dan Laos merupakan penghasil 60 persen produksi Opium 
dan Heroin di dunia31. Jaringan Golden Triangle yang beroperasi di Myanmar, 
Burma, Thailand, Amerika Selatan dengan pusatnya Bangkok, Thailand, memiliki 
keterlibatan dengan kelompok jaringan internasional Golden Crescent yang 
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beroperasi di Iran, Pakistan dan Afghanistan dengan pusatnya di Pakistan 32 . 
Situasi narkoba di kawasan Asia bisa dilihat melalui tabel berikut : 
Tabel 1.1 Situasi narkoba di Kawasan Asia 
Jenis Narkotika 
 
Meningkat Stabil Menurun 
Methamphetamine (pil)  Kamboja, 
Laos, 
Myanmar, 
Vietnam  
 Thailand  
 
Methamphetamine 
(kristal)  
Kamboja, 
Indonesia, 
Thailand  
Filipina  Brunei 
Darussalam, 
Malaysia, 
Singapura, 
Myanmar  
Ekstasi  Brunei 
Darussalam, 
Indonesia, 
Vietnam  
kamboja  Malaysia, 
Singapura, 
Thailand  
 
Heroin  Kamboja, 
Indonesia, 
Laos, 
Singapura, 
Thailand  
vietnam Malaysia, 
Myanmar, 
Thailand  
 
Opium  Singapura   Kamboja, Laos, 
Malaysia, 
Myanmar, 
Thailand, Vietnam  
Kokain   Thailand   
Cannabis  Brunei 
Darussalam, 
Filipina, 
Thailand  
Kamboja, 
Laos, 
Indonesia  
 
Malaysia, 
Thailand, 
Myanmar  
 
Sumber: Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulant (ATS) and Other Drugs of Abuse 
in East Asua anf The Pacific, United Nation Office on Drugs and Crime Regional Center for East 
Asian and The Pacific, www.apaic.org 
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 Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa negara yang peredaran 
narkotika cenderung memiliki jenis narkotika yang sama. Hal ini 
mengidentifikasikan bahwa distribusi dan peredaran dari satu jenis narkotika 
cenderung meliputi negara-negara yang bertetangga dan berdekatan, tetapi ada 
juga beberapa jenis narkotika yang mengalami penurunan tetapi tidak sedikit pula 
yang mengalami peningkatan. Perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan 
obat-obatan terlarang tidak terlepas dari kenyataan bahwa Asia Tenggara 
merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia setelah 
“Bulan Sabit Emas” (Afghanistan, India, Pakistan) dan Colombia, melalui 
keberadaan “Segitiga Emas” atau The Golden Triangle diperbatasan Thailand, 
Myanmar, Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60 persen produksi opium dan 
heroin di dunia33. Dengan jumlah penduduk Asia Tenggara yang hampir 500 juta 
jiwa, menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-obatan 
berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para produsen 
dan pengedar narkoba. Dengan jumlah penduduk Asia Tenggara yang hampir 500 
juta jiwa, menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-
obatan berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para 
produsen dan pengedar narkoba. 
 Perkembangan isu baru ini semakin menjadi ancaman yang serius bagi 
negar-negara di kawasan ASEAN sendiri. Dilihat dari perkembangannya saat ini 
di ASEAN terdapat sebuah kawasan yang diberi julukan The Golden Triangle 
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 Obat-Obatan Barbahaya 2000”, Hlm 11.  
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(Segitiga Emas) yang dimana anggotanya adalah Thailand, Laos, dan Myanmar 
yang merupakan pusat produksi, peredaran, serta distribusi narkotika khususnya 
di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, demi memperoleh hasil yang nyata dalam 
upaya menciptakan kawasan yang bebas obat-obatan terlarang tentunya tidak 
hanya tanggung jawab ASEAN saja sebagai organisasi tertinggi di kawasan Asia 
Tenggara namun juga dibutuhkannya kontribusi serta partisipasi setiap negara 
anggota untuk lebih tegas dalam setiap kebijakannya demi memerangi narkotika, 
dan melakukan sekuritisasi, mengingat semakin cepatnya perkembangan 
peredaran narkotika yang akan berdampak pada kefatalan serta kerugian bagi 
bangsa maupun negara. 
 Sebuah laporen kabinet Tiongkok mengungkapkan bahwa lebih dari 90 
persen obat-obatan terlarang yang tersebar ke beberapa negara berasal dari 
wilayah Segitiga Emas, yang menjadi bagian dari Laos, Myanmar, dan Thailand, 
meski kerja sama lintas batas sudah dilakukan. Pada 2014, pihak bewening 
Tiongkok berhasil menyita 9.3 ton Heroin dan 11.4 ton metamfetamin, sebagian 
besar berasal dari Segitiga Emas. Meski begitu, terdapat pula heroin yang berasal 
dari Sabit Emas (Golden Crescent) yang terletak di Afghanistan, walau jumlahnya 
tak terlalu mengkhawatirkan34. Potensi produk heroin di Afghanistan diperkirakan 
mencapai 670 ton, membuat Afghanistan menjadi negara penghasil heroin 
terbesar di dunia.  Heroin asal Afghanistan yang dikirim ke Tiongkok membuat 
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setidaknya 1,4 persen kasus overdosis selama tahun 2014, di lebih dari 10 provinsi. 
Kokain dari Amerika Selatan juga masuk ke Tiongkok, dan disinyalir sudah 
masuk ke-12 provinsi di Tiongkok.Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, 
pada Rabu (24/6), mengatakan bahwa Tiongkok memiliki 2,95 juta pecandu 
narkoba yang terdaftar pada akhir 2014, namun diyakini jumlah sebenarnya lebih 
dari 14 juta.Walaupun sebagian besar penyebaran heroin di Tiongkok telah diatasi, 
jumlah dari pengguna narkoba telah meningkat tajam menjadi 1,46 juta, 6 kali 
lipat dari tahun 200835. 
 Diantara 480 ribu pengguna narkoba yang baru diidentifikasi pada 2014, 
29 ribu diantaranya berada dibawah usia 18 tahun dan sekitar tiga perempatnya 
berada di bawah usia 35 tahun. Di masa lalu, pengguna narkoba sebagian besar 
adalah pengangguran, petani, pemilik usaha swasta dan pekerja imigran. Sekarang 
hal itu sudah berubah, sejumlah karyawan lembaga publik, pekerja lepas dan 
pekerja sektor hiburan juga memakai narkoba.Menurut data yang dirilis oleh 
Pemantauan Penyalahgunaan Obat Nasional Tiongkok, penyalahgunaan obat 
terlarang saat ini membahayakan masyarakat; sekitar 49 ribu pengguna narkoba 
yang terdaftar di Tiongkok meninggal pada 2014. HIV telah menginfeksi 3,5 
persen pengguna heroin dan 1,4 persen dari pengguna obat sintetis.Tiongkok 
menangkap 169 ribu tersangka kejahatan narkoba tahun lalu, 60 persen 
diantaranya berumur dibawah 35 tahun, dan 90 persen lainnya gagal 
menyelesaikan sekolah menengah. Situasi obat terlarang di Tiongkok semakin 
                                                          
35 ibid 
41 
 
parah, penyelundupan narkoba merajalela dan lebih terorganisir serta profesional. 
Para tersangka berasal dari berbagai kelompok sosial, termasuk buruh, petani, 
mahasiswa dan pemilik usaha swasta. Namun, hampir 70 persen diantara mereka 
adalah pengangguran dan berasal dari daerah tertinggal36. 
 ASOD (ASEAN Senior Official on Drugs Matter) merupakan pilar 
ASEAN dalam hal menanggulangi industri narkotika. ASOD berdiri pada tahun 
1984 yang mana sebelumnya merupakan pertemuan rutin yang berada dibawah 
koordinasi komite pembangunan sosial (COSD). Agenda ASOD sendiri 
mencakup mandat dalam peningkatan pelaksanaan Deklarasi Prinsip-prinsip 
ASEAN untuk memerangi masalah narkotika yang sudah dicetuskan sejak tahun 
1976. Mengkonsolidasi dan memperkuat upaya-upaya bersama dalam 
pengendalian dan pencegahan masalah narkotika di kawasan ASEAN dan 
merancang, melaksanakan, memonitor, serta mengevaluasi semua program 
ASEAN terkait tindakan dalam hal kontrol serta pencegahan pengembangan 
industri narkotika. 
 Tumbuhnya industri narkotika di kawasan ASEAN secara umum 
berdampak buruk bagi stabilitas kawasan, dimana industri narkotika memberikan 
ancaman terhadap sebuah negara dan berlanjut memberikan dampak negatif 
kepada individu (manusia). Apabila di lihat dari skala dimensi ancaman yang 
ditimbulkan dari perkembangan industri narkotika terhadap stabilitas kawasan 
bisa di kategorikan sebagai kejahatan lintas negara karena aktifitas dari 
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perindustrian dan peredaran narkotika dikawasan ASEAN juga dilakukan melalui 
organisasi atau kelompok criminal (mafia) yang sangat terorganisir seperti 
Chinese Triads, Japan Yakuza, dan Vietnam Gangs fenomena inilah yang 
melatarbelakangi meningkatnya aktifitas industri narkotika dikawasan Segitiga 
Emas secara drastis pada awal tahun 1990-an37. 
 Terjadinya peningkatan aktifitas industri narkotika adalah bukti lemahnya 
institusi pemerintahan dan lembaga hukum di negara-negara ASEAN ataupun 
anggota The Golden Triangle. Kelemahan dari institusi pemerintah dan lembaga 
hukum inilah yang menjadi alasan dari mafia, kelompok saparatis, ataupun oknum 
pemerintah mampu dan leluasa memandatkan kondisi sebuah negara dan kondisi 
regional menjadi peluang yang menguntungkan bagi peredaran narkotika. 
Dampak dari peredaran narkotika ini semakin meluas dan meningkat hampir 
disetiap negara berkembang. Pelaku dari industri narkotika internasional seakan 
tidak kehabisan lahan untuk meningkatkan peredaran, produksi distribusi serta 
penyalahgunaan narkotika dikawasan ASEAN karena masih banyak negara-
negara korup yang institusinya lemah.  
 Industri narkotika merupakan bisnis yang menjanjikan keuntungan yang 
sangat besar sehingga dapat menggiurkan para pejabat maupun aktor-aktor 
internasional lainnya yang menyalahgunakan kedudukannya demi mendapatkan 
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keuntungan dari bisnis haram ini38.Industri ini menjadi sangat menguntungkan 
karena harganya mampu berlipat ganda terlebih lagi apabila mampu diedarkan 
semakin jauh dari wilayah asalnya. Contohnya, harga satu kilogram heroin di 
Myanmar berkisar antara US $ 1.200 – 1.400. harga ini akan meningkat menjadi 
dua kali lipat bila komoditi heroin memasuki kota tempat pengapalannya di 
Chiangmai, Thailand dan bahkan menjadi tiga kali lipat begitu memasuki 
Bangkok, sebagai exit-point menuju kawasan lain di luar ASEAN, apabila 
berhasil menjangkau pasaran New York, harganya bisa menjadi US $ 20.000 
hingga US $ 60.000 per kilogram39.  
 The golden triangle sebagai daerah yang dikenal sebagai pusat industri 
narkotika dikawasan ASEAN. The golden triangle beranggotakan Thailand, 
Myanmar, dan Laos. Ketiga negara ini menjadi salah satu pusat produksi serta 
penyuplai ATS (Amphetamine Type Stimulant), heroin maupun opium terbesar di 
dunia pada dekade terakhir ini 40 . Hal ini merupakan ancaman yang harus 
dikhawatirkan dari keberadaan The Golden Triangle ini adalah dampaknya bagi 
negara-negara di kawasan ASEAN. Negara-negara tersebut ditakutkan akan 
menjadi seperti negara-negara Amerika Latin misalnya Kolombia. Di kawasan 
ASEAN, Myanmar adalah salah satu negara penghasil opium terbesar didunia, 
Loas menjadi negara penghasil tersebar kedua, dan Thailand adalah negara yang 
mendominasi dalam hal produksi ATS (Amphetamine Type Stimulant) dan jenis-
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jenis narkotika lainnya seperti ekstasi, sabu-sabu, serta narkotika cair lainnya 
dikawasan ASEAN.  
 Fakta inilah yang menjadi faktor utama mengapa Thailand pernah menjadi 
negara dengan tingkat pengguna narkotika tertinggi di dunia, sedangkan Phonm 
Penh, Kamboja merupakan pusat money laundering (pencuci uang) dari 
keuntungan perdagangan narkotika dan kejahatan lintas negara lainnya seperti 
penyelundupan senja illegal, perdagangan manusia, cyber crime, dan lain 
sebagainya 41 . Menurut buku Issues for Engagement: Asian Perspectives on 
Transnational Security Challenges (2010), bahwa obat terlarang memasuki 
Kamboja dari daerah Segitiga Emas di sepanjang perbatasan-perbatasan Thailand, 
Laos dan Birma, lalu dari Kamboja kemudian menuju Thailand dan Vietnam 
untuk diekspor. Negara-negara Segitiga Emas telah matang dalam membuat dan 
mengedarkan obat terlarang, melalui laboratorium tersembunyi yang ditunjang 
oleh sindikat kejahatan yang teratur membuat obat-obat terlarang di daerah-daerah 
Kamboja yang jarang penduduknya, serta adanya perbatasan-perbatasan yang 
bercelah memancing para penyelundup untuk melewati hutan-hutannya yang 
terpencil. 
 Myanmar merupakan exit point dari the golden triangle dalam 
mendistribusikan opium keseluruh dunia. Myanmar bukan lagi hanya sebagai 
negara transit atau persinggahan perdagangan narkotika, tapi menjadi salah satu 
negara terbesar yang menjadi penghasil narkotika. Selama ratusan tahun, propinsi 
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Shan dari Myanmar (yang sebelah timur berbatasan langsung dengan Tiongkok, 
sisi selatan berbatasan dengan Thailand dimana kota Mae Sai berada) menjadi 
tempat ladang opium yang paling utama karena selain tanah dan iklimnya cocok, 
lokasinya juga strategis karena terisolasi42. Peredaran narkotika dan obat-obatan 
terlarang sebenarnya sudah sejak lama berlangsung dikawasan ASEAN khususnya 
wilayah segitiga emas. Perdagangan opium diwilayah ini dimonopoli oleh 
pemerintah kolonial Inggris. Pada saat itu pemerintah kolonial Inggris mengimpor 
sejumlah besar opium dari India, dan tidak lama setelah itu produksi opium 
meningkat di dataran tinggi ASEAN43.  
 Peningkatan opium inilah yang melatarbelakangi kenapa kawasan Segitiga 
Emas terkenal dengan peredaran opium yang sangat tinggi dimana perdagangan 
opium juga dilakukan secara ilegal oleh para penyelundup-penyelundup yang 
berasal dari daerah koloni lain. Perkembangan wilayah Segitiga Emas tidak lagi 
hanya menjadi daerah penanam opium saja, tetapi sudah mampu menghasilkan 
heroin bersamaan dengan jenis narkotika dan obat-obatan lainnya seperti 
amphetamine, methamphetamine, dan Ya‟ba. Kelima jenis narkotika dan obat-
obatan inilah yang paling banyak diproduksi dan beredar dikawasan Segitiga 
Emas. 
 Pengaruh opium di Asia sangat besar. Opium, yang sering disebut “emas 
hitam,” begitu berharganya sehingga seringkali orang menggunakan emas sebagai 
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pengganti uang dalam perdagangannya. Di akhir tahun 1900-an, perdagangan 
yang sama menciptakan apa yang kemudian dikenal sebagai Segitiga Emas 44 
Wilayah itu, yang dinamai oleh para pedagang opium, meliputi bagian dari tiga 
negara, yaitu Thailand bagian utara, Laos bagian barat dan Myanmar bagian 
Timur, yang meliputi lebih dari 100.000 kilometer persegi pegunungan dan 
membentuk sebuah segitiga45. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
44  Asal Muasal Opium. 
 http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/print/features/2011/01/01/feature-02. 
 diakses pada 03 Juli 2016 
45 ibid 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik 
kesimpulan, yaitu: 
1. Dari implementasi kerjasama ASOD ini diketahui sejauh mana 
kerjasama ASEAN dalam mengurangi drugs trafficking di Indonesia. 
Strategi-strategi yang diterapkan untuk penanganan korban narkotika 
dan obat-obatan terlarang di Indonesia adalah dengan ditingkatkanya 
penegakan hukum secara tegas dan konsisten, menjalin kerjsama 
dengan pihak eksternal seperti PBB maupun internal seperti BNN. 
Dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba dilakukan dengan pendekatan komprehensif 
multidimensial, membangkitkan dan memberdayakan segala potensi 
masyarakat, bangsa dan negara untuk bersatu padu membangun 
komitme menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba, pelibatan segenap potensi masyarakat, bangsa dan 
negara diarahkan untuk membangun daya tangkal dan daya cegah 
berbasiskan masyarakat, menghilangkan pandangan bahwa 
penyalahgunaan narkoba merupakan aib keluarga dan menjadikan 
konsep sebagai musibah yang harus dicegah dan disembuhkan melalui 
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proses treatment dan rehabilitasi, pelibatan media massa, kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan dalam upaya-upaya 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba, pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia, 
sarana dan prasarana sangat diperlukan dlam upaya meningkatkan 
profesionalisme, pelaksanaan penegakan hokum harus dilakukan secara 
tegas sungguhsungguh konsisten sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku, melakukan penelitian 
dan pengembangan sebagai basis pelaksanaan program pemberantasan, 
penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) serta 
pembangunan system pelayanan informasi berbasiskan teknologi, 
melaksanakan kerjasama internasional baik bilateral dan multilateral 
dalam upaya-upaya pencegahan pemberantasan maupun treatment dan 
rehabilitasi. 
2. Sebagai organisasi yang beranggotakan negara-negara dikawasan Asia 
Tenggara tentunya ASOD-ASEAN masih mengalami beberapa 
hambatan dan tantangan dalam hal penanggulangan masalah drugs 
traficking khususnya di untuk korban narkotika di Indonesia, seperti 
luasnya lahan tanaman semacam ganja yang luas di Indonesia 
menghambat upaya rehabilitasi korban narkotika di Indonesia, 
hambatan keuangan atau dana, dan sarana dan prasarana yang kurang 
memadai, sedangkan beberapa faktor yang dapat mendukung ASOD-
ASEAN dalam penanganan korban narkotika di Indonesia seperti BNN 
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yang turut partisipatif dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika 
di wilayah regional, UNODC yang juga berkerjasama dengan badan-
badan instansi pemerintah Indonesia, dan adanya program pengawasan 
container di seluruh pelabuhan Indonesia.  
B. Saran 
1. masyarakat harus ikut aktif dalam penanganan narkotika di 
Indonesia. Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk 
mengambil langkah-langkah pencegahan, penyalahgunaan 
narkotika dan obat-obatan terlarang agar tidak memunculkan 
korban lagi. Bukan hanya pemerintah, tapi juga semua pihak baik 
di  sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan 
masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama 
diharapkan juga ikut dalam upaya menangani masalah narkotika 
dan obat-obatan terlarang. Dengan demikian upaya-upaya yang 
telah dilakukan pemerintah Indonesia tidak saja hanya bersekala 
domestik seperti penyuluhan, tapi juga mencakup kerjasama 
regional dan bahkan internasional. Tujun utamanya adalah untuk 
menangani masalah narkotika dan obat-obatan terlarang di 
Indonesia. 
2. Badan Narkotika Nasional dan aparat Negara harus tegas dalam 
melaksanakan hukum terkait narkotika baik dan meningkatkan 
penjagaan untuk jalur persebaran masuknya narkotika ke Indonesia 
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terutama jalur laut atau mafia-mafia pengedar narkoba dalam 
negeri. 
3. Asean Senior Official on Drugs Matters (ASOD) sebagai wadah 
yang di bentuk oleh ASEAN untuk negara-negara di Asia dalam 
hal memerangi narkotika Internasional yang menyebar di kawasan 
Asia harusnya ikut turun lapangan langsung dalam menangani 
masalah narkotika di Asia. 
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Final text as of 29 Oct 2015  
  
POSITION STATEMENT ENDORSED AND ADOPTED BY    
 THE 4TH ASEAN MINISTERIAL MEETING ON DRUG MATTERS  
29 OCTOBER 2015, LANGKAWI, MALAYSIA   
    
The following position statement represents a united ASEAN approach, which was 
endorsed and adopted by the Ministers at the 4th ASEAN Ministerial Meeting on Drug 
Matters (4th AMMD) held in Langkawi, Malaysia on 29 October 2015. We also 
recommend that the key points of this position statement be incorporated into the 
Chairman’s Statement at the AMMD, and form the basis of an ASEAN statement to be 
delivered at the UN General Assembly Special Session (UNGASS) on the World Drug 
Problem, to be held at the UN Headquarters from 19 to 21 April 2016.  We also propose 
that these key points be included in each ASEAN Member State’s individual country 
statement at UNGASS:  
  
a. Zero-tolerance Approach against Drugs. ASEAN embraces a zero-tolerance 
approach against drugs. Zero-tolerance means that we strongly commit to 
suppress and eliminate the scourge of drugs and condemn its abuse in our 
society. Failure to deal with the drug problem undermines society, and presents 
a threat to national security and the rule of law, socio-economic development 
and the sustainable livelihood of citizens. Drug abuse affects not just the abuser 
but also his family and the community. While some drug-related support 
services may be implemented, ASEAN is committed to a zero-tolerance 
approach to realise its regional vision of a Drug-Free ASEAN, so as to provide 
our people and communities with a society free from drug abuse and its 
illeffects.  
  
b. Comprehensive and balanced approach towards drugs: ASEAN’s approach to 
the drug problem has been to address it in a comprehensive, balanced and 
holistic manner, involving both demand and supply reduction measures. 
Upstream preventive measures, as well as downstream enforcement and 
intervention measures, are necessary to address the drug problem. The 
successful rehabilitation and reintegration of drug addicts into society are just 
as important as taking a tough stance against drug traffickers and those who 
wish to profit off drug addicts.   
  
c. Support the centrality of the international drug control conventions and stand 
firm against drugs, including being resolute against calls to legalise controlled 
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drugs: ASEAN is of the view that the existing three international drug control 
conventions46, as well as other relevant international instruments, should 
continue to serve as a basis for the world drug policy, and continue to remain 
relevant in meeting the challenges of drug control in the 21st century. ASEAN 
has observed drug policy reforms recently undertaken by some countries which 
seek to decriminalise the consumption of controlled drugs or even to legalise 
Final text as of 29 Oct 2015  
 
the consumption of controlled drugs. While we respect that these countries 
have taken the approaches of decriminalisation and legalisation domestically 
given their own circumstances, these approaches should not be imposed on 
other countries.  
  
d. Sovereign right of each country: Each country has the sovereign right and 
responsibility to decide on the best approach to address the drug problem in 
their country, taking into account the historical, political, economic, social and 
cultural contexts and norms of its society. The transnational challenges posed 
by the world drug problem should be addressed with full respect for the 
sovereignty and territorial integrity of States, and the principle of 
nonintervention in the internal affairs of States. Every Government and its 
citizens should be free to decide for themselves on the most appropriate 
approach to tackle its own drug problem. There is no one-size-fits-all approach 
towards addressing the drug issue, as each country has its own unique set of 
challenges.  
  
e. Ready to work closely with other regions: Despite the progress achieved by 
ASEAN Member States at the national and regional level since the target of a 
“Drug Free ASEAN 2015” was set at the ASEAN Ministerial Meeting in Bangkok 
in July 2000, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 2014 
research findings on South-East Asia still showed an alarming drug situation. In 
this regard, ASEAN expresses grave concerns about the escalating threat of 
production, trafficking and abuse of illicit drugs in and throughout South-East 
Asia. ASEAN therefore re-affirms its commitment to take collaborative and 
cooperative operational measures with other regions to a higher level, as part 
                                                          
46 The three main international drug conventions are: the Single Convention on Narcotic 
Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol, the Convention on Psychotropic 
Substances of 1971 and the United  
Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
of 1988.     
Page 1 of 2  
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of a global collaborative effort to address and mitigate the scourge of illicit 
drugs.   
  
f. Supporting the role of the Commission on Narcotic Drugs (CND): ASEAN remains 
firm in supporting the role of the CND as the principal policymaking organ of the 
United Nations on matters of international drug control and as the governing 
body of the UNODC’s drug programme.   
  
2. Apart from the above key points, the 36th ASOD proposes that the Chairman’s 
Statement at the 4th AMMD include the following recommendations:   
  
a. ASEAN Member States are encouraged to be represented at the highest-level 
for UNGASS 2016;   
b. ASEAN Member States to deliver a joint ASEAN Statement at UNGASS in April 
2016 and the 59th Session of the CND in March 2016, in addition to each 
Member State’s individual country statement; and  
c. That the 4th AMMD seeks the support and endorsement of the ASEAN Leaders 
at their November 2015 Summit for the position statement and 
recommendations above.     
Page 2 of 2  
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The Government of the Republic of Indonesia and 
The United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC Regional Centre Bangkok) 
LETTER OF AGREEMENT 
On the implementation of the regional project on the 
Smuggling of 
Migrants: Establishment and Operation of a Coordination and 
Analysis Unit (CAU) for East Asia and the Pacific 
The Govemment of the Republic of Indonesia agrees to participate 
in the implementation of the Regional Project developed by UNODC/RC 
Bangkok called "The Smuggling of Migrants: Establishment and Operation 
of a Coordination and Analysis Unit" (CAU project) attached to this letter. 
The main objective of the CAU project is to support Member States, 
as appropriate, and based on demand, to: 
 Establish and make operational, systems to generate, manage, 
analyse, report and use migrant smuggling information. 
In so doing, the implementation of the CAU project will contribute to 
establishing a framework for enhanced collaborative action by Member 
States to identify and effectively act against smuggling of migrants 
activities in East Asia and the Pacific. 
The CAU project document is a management tool that outlines how 
the project will be implemented and what are the expected results. It also 
serves the purpose of a resource mobilisation both for UNODC (in terms of 
attracting donor funds and accounting for their use) as well as for 
participating Member States (in terms of mobilising domestic support and 
resources and accounting for their use). 
UNODC support to a participating Member State will only be 
provided upon prior request of that participating Member State, and will be 
provided under the general legal framework currently in place governing 
the cooperation in technical assistance between the United Nations and the 
requesting participating Member State. 
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UNODC being a United Nations agency directly attached to the 
United Nations Secretariat, the purpose of this Letter of Agreement is to 
facilitate the implementation, as described in the above paragraph, of those 
technical activities of the CAU project that the Government of the Republic 
of Indonesia would be desirous to see delivered on its territory, in full 
compliance with all provisions and conditions set forth in the ayeements 
and other legal instruments currently in force between the United Nations 
and the requesting Member State. 
The UNODC Regional Centre and the Government of the 
Republic of Indonesia, both signatories of the present Letter of 
Agreement, recognize and agree that the present Letter of Agreement 
does not imply any derogation or modification of any sort to the 
provisions and conditions under which activities carried out by United 
Nations agencies in Indonesia are currently delivered. 
In the event that the implementation of a specific activity under 
this project poses any difficulty of a legal nature in relation to liability, 
the signatories ayee that such activities will not be delivered on the 
territory of the State of Indonesia or 'Mll be suspended until an official 
agreement has been reached. 
Any relevant matter for which no provision is made in this 
document shall be settled by the parties concerned in accordance with the 
relevant resolutions and decisions of the appropriate organs of the United 
Nations and the State of Indonesia. 
Signed in English in two (2) copies, 
For the Government of For the United Nations Office on Drugs and Crime 
the Republic of Indonesia 
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Under Strict Embargo to 11:00 Bangkok 8 Dec 2014  
  
Produksi Opium di Segitiga Emas tetap tinggi dan mengancam 
integrasi regional – UNODC  
  
Bangkok (Thailand) 8 Desember 2014 – Pembudidayaan Bunga Candu Opium di 
Myanmar dan  
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Lao PDR meningkat hingga 63,800 hektar (ha) di tahun 2014 dibandingkan 61,200 ha 
pada tahun 2013, menandai peningkatan selama delapan tahun berturut-turut dan 
panen yang mencapai hampir tiga kali lipat sejak tahun 2006 menurut laporan terbaru 
dari UN Office on Drugs and Crime (UNODC) yang baru diterbitkan hari ini.   
  
Laporan UNODC berjudul Southeast Asia Opium Survey 2014 – Lao PDR, Myanmar, 
menyebutkan bahwa Myanmar tetap merupakan produsen Opium terbesar di Asia 
Tenggara – dan terbesar kedua setelah Afghanistan.  Dapat diestimasikan bahwa 
Myanmar dan Lao PDR bersama-sama memproduksi 762 ton (mt) opium, yang sebagian 
besar – dengan menggunakan bahan kimia prekursor seperti acetyl anhydride – telah 
dimurnikan menjadi 76 mt heroin yang kemudian diperdagangkan di Negara-negara 
tetangga dan keluar wilayah Asia Tenggara.   
  
“Perdagangan dua-arah ini, yaitu kimia masuk dan heroin keluar dari Segitiga Emas 
merupakan tantangan yang signifikan terhadap stabilitas dan penegakan hukum" kata 
Jeremy Douglas, Regional Representative untuk UNODC Asia Tenggara dan Pasifik.  
“Permintaan regional yang tinggi atas heroin memberikan insentif keuntungan bagi 
kelompok kejahatan transnasional terorganisir.  Bukan hanya dengan membawa kimia 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan heroin, tapi lebih khusus dengan 
memperdagangkan dan mendistribusikan narkotika tersebut ke pasar di Cina, Asia 
Tenggara dan bagian dunia lain.”  
  
Provinsi Shan di bagian utara Myanmar yang menjadi tuan rumah atas sejumlah wilayah 
konflik dan kelompok pemberontak, tetap menjadi pusat kegiatan opium dan heroin 
Myanmar sehingga berkontribusi sebanyak 89% pembudidayaan bunga candu opium di 
wilayah Segitiga Emas.  Di Lao PDR, survey UNODC mengkonfirmasi pembudidayaan 
bunga candu opium di tiga provinsi di bagian utara yaitu Phongsali, Xiangkhoang dan 
Houaphan.  
  
UNODC menyebutkan bahwa survey ekonomi terhadap para petani yang tinggal di 
desa-desa penanam opium menunjukkan bahwa uang yang dihasilkan dari 
pembudidayaan bunga candu tersebut sangat esensial untuk penduduk desa yang 
terancam dari kekurangan pangan dan kemiskinan.  
  
“Hubungan antara kemiskinan, kurangnya pilihan dan kesempatan ekonomi alternatif 
dengan pembudidayaan bunga candu sangat jelas,” kata Cheikh Toure, Country 
Manager UNODC untuk Lao PDR.  “Para petani opium bukan orang jahat.  Mereka 
adalah orang miskin, yang kekurangan pangan, tinggal jauh dari pusat dan pasar dimana 
mereka dapat menjual produknya.  Mereka membutuhkan alternatif yang layak dari 
menanam bunga candu.”  
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UNODC juga memperingatkan bahwa bisnis dan perdagangan opium mengancam 
tujuan baik integrasi regional dan rencana pembangunan  
  
  
  
“Kita perlu bertindak.  Segitiga Emas merupakan pusat geografis dari Sub-wilayah Besar 
Mekong (Greater Mekong Sub-region), dan rencana untuk mengembangkan hubungan 
transportasi dan melonggarkan rintangan perdagangan dan pengendalian perbatasan 
sudah dilaksanan, termasuk di sekitar wilayah produksi opium.  Jaringan terorganisir 
yang memperoleh keuntungan dari perdagangan narkotika di Asia Tenggara berada 
pada posisi yang menguntungkan atas integrasi regional,” kata Jeremy Douglas.  
  
Link to full report: http://bit.ly/15PGwW3  
  
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  
John Bleho, Media and Communications 
Specialist UNODC Regional Office for Southeast 
Asia and the Pacific  
john.bleho@unodc.org           M: +66.81.750.0539  Twitter: @johnbleho   Skype: 
john.bleho  
  
Richard Priem  
UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific  
Richard.priem@unodc.org   M: +66 81.750.0539  
  
Rizki Indrawansyah  
UNODC Program Office Indonesia  
rizki.indrawansyah@unodc.org T: +62 21 5292 0731 ext. 12  
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For    immediate    release     
     
Integrasi    Asia:    Kejahatan    transnasional    
teroganisir    akan    meluas    secara    signifikan    
kecuali    dilakukan    tindakan     
     
Bangkok    (Thailand)    31    Oktober    2014    –    Kejahatan    
transnasional    dan    ancaman    keamanan    publik    di    Asia    
berisiko   meningkatkan    beban   kerja    bagi    pengelolaan    perbatasan,    
penegakan    hukum    dan    lembaga     peradilan     di     
banyak     negara     sejalan     dengan     akselerasi     dan     arus     
migrasi     sebagai    perkembangan    integrasi    regional    di    
tahun    2015.    Hal    ini    disampaikan    oleh    berbagai    pembicara    
pada    pertemuan    tingkat-­­tinggi    PBB    hari    ini.         
     
Adanya     dukungan     investasi     yang     luas     pada     sistem     
transportasi     dan     penurunan     hambatan    perdagangan     dan     visa     
yang     terkoordinasi,     membuat     resiko     yang     akan     
timbul     dari     rencana    integrasi    yang    bertujuan    baik    ini    
nampaknya    belum   sepenuhnya    dipahami    atau    dipertimbangkan    
oleh    banyak    pimpinan    pembuat    kebijakan    di    
tingkat    regional,    ini    juga    diingatkan    oleh    beberapa    
pembicara.     
     
Peningkatan     resiko     cenderung     terjadi     pada     perdagangan     
narkoba     dan     kejahatan     terkait,    perdagangan     manusia,     
penyelundupan     migran,     perdagangan     barang     palsu     dan     obat-
­­obatan    palsu,    dan    kejahatan    lingkungan    seperti    
perdagangan    kayu    illegal    dan    satwa    liar,    pakar    senior    mencatat,     
kecuali     jika     respon     nasional     dan     regional,     termasuk     
mekanisme     kerjasama     yang    efektif    segera    dibentuk    
dan    didukung.     
     
“Kejahatan    transnasional    yang    teroganisir    di    Asia    Tenggara    
saja    secara    konservatif    diperkirakan    mendekati    100    miliar    
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dollar    Amerika    per    tahun,    ini    mengancam    
kebermanfaatan    ekonomi    dan    sosial    dari    integrasi    
regional,”    dikatakan    Mr.    Jeremy    Douglas,    kepala    
perwakilan    United    Nations    Office     on     Drugs    and     Crime
    (UNODC)     regional     Asia     Tenggara     dan     Pasifik.     “Hasil
    kejahatan    terorganisir     di     beberapa     wilayah     lain     di     
Asia     juga     signifikan     dan     berkembang,     dan    mendestabilisasi    
wilayah    tersebut”.     
     
“Tanpa     strategi     pengelolaan     perbatasan,     penegakan     hukum     
dan     peradilan     yang     efektif,    kelompok    kejahatan    
terorganisir    akan    terus    berkembang    tanpa    menghormati    batas    
wilayah    dan    kedaulatan    negara,    mengancam    kesejahteraan    dan    
keamanan    publik.    Peningkatan    pendapatan    illegal    tersebut    
akan    memperluas    korupsi,    mendistorsi    dan    menyebabkan    
dampak   ekonomi,    dan    membahayakan     masyarakat     di     
seluruh     regional,”     kata     Mr.     Douglas     pada     pertemuan     
tingkat    tinggi    UNODC,    Mendukung    Integrasi    Asia    Melalui    
Keamanan    Publik    yang    Efektif.     
     
Konferensi    ini    menghadirkan   pejabat    senior    dari    berbegai    
badan    pembangunan    PBB,    Komisi    PBB    Ekonomi     dan     
Sosial     untuk    Asia     dan     Pasifik     (UNESCAP),     UNODC,     
Sekretariat     ASEAN,     anggota    parlemen     ASEAN,     misi     
diplomatik,     perwakilan     pemerintah     dari     seluruh     Asia,     dan     
Bank    Pembangunan     Asia     untuk    membahas     rencana     
integrasi     regional,     ancaman     kejahatan    transnasional,     dan     
tantangan     yang     diharapkan     dapat    mempercepat,     dan     
memungkinkan     dan    respon    yang    diperlukan    untuk    menjawab    
ancaman    tersebut.     
     
         
  
  
“Asia     merupakan     sumber     dan     tujuan     perdagangan     
terlarang     yang     menghasilkan    keuntungan    besar    dan    berkembang    
bagi    kelompok-­­kelompok    pelaku    kejahatan    transnasional,”    
Mr.    Douglas    mengatakan.    “Pemerintah    dan    para    mitra    
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internasional    mereka    akan    melihat    manfaat    ekonomi    
dan     keamanan     publik     yang     besar     dari     upaya     dan     
perencanaan     bersama     ini     sejalan     dengan    akselerasi    
Integrasi    Asia.”     
     
     
Informasi    lebih    lanjut    silahkan    mengubungi:             
Mr.    Akara    Umapornsakula,         
UNODC    Regional    Office    for    South-­­East    Asia    and    the    Pacific
        
M:    +66.22.88.1906                        E:    
akara.umapornsakula@unodc.org     
     
Mr.    Richard    Priem,         
UNODC    Regional    Office    for    South-­­East    Asia    and    the    Pacific
       M:    +66.86.365.3606                        E:    
richard.priem@unodc.org         
     
     
     
     
 
